BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROYINSE MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR cbt: TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAR
Ol LINGKUNGAN PEMERINTAM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Merimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ERA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

behwa untuk melaksanakan keienivan Bab U Baglan Kesgatu
Pesal {2), (3), (4)dan (5) Peratwan Presiden Nomor 29 Tahun
2014  tecntang  Penyelenggaroan SAKIP, perlu menetapkan
Peraturann Bupati tentang Sistern Akuntabilifas Kinerja di
Lingloingan Pemerintah Kabu paten Seram Bagian Barat

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003  tenteng
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram DBagian DBarat, dan Kabupaten Kepulauan Ara &
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negars
Nomer 4350);

Pergturan Pemerintah Nomor 32 Talum 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Fembangunan [lLembaran Negara Republik Indornesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran WNegara Republik

Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara, Penyusunan, Fengendaiian dan Evaluas
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46.89);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformast Birckrasi 2010-1025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014  tentang Sistern Akuntabilitas  Hinerja  Instans(
Femerintah,




7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999  tentang
Akuntabilitas Kinera [nstans) Pemenmtah;

8 Pematuran Mentern Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrasi Nomor 20 Tahun 2010 ientang Road
Map Reformasi Birckrasi 2010-2014;

9. Peraturan Menteri DPendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas] Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria
dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

10. Peraluran  Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4
Tahun 2016 tentang  Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat.

MEMUTUSKAN.

Mengtapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERIN TAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB | KETENTUAN UMUM

Foasal 1

Dalarn Peraturan Bupad ini yang dimaksud dengan .

S B S

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
Pemerintah deerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Batal.
Bupati adalah Kepala Daersh Kabupaten Serem Bagian Barat

Organisasi Perangkat Daecrah yang selanjutnya disingket OPD  adalah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serrunm Bagian Barag
Sistern : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang sela_njufnya

. disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematikk dan berbagal aktivitas, alat,

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

IGnerja adalan keluaran/hasil dar kegatan/program vang telah atay
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengau
kuantitas dan kualitas terukur.

Keluamn (output] adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan wuntuk mendukung pencapuéin sgsaran dan tujuan
prograrn dan kebdjakan .

Hasil {vutcome] adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan -kegatan dalam saty program.

Keglatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa  Organisasi  Perangkat Daerah (CPD) sebagai bagian  dar
Pencapaian  sasaran terukur pada  suarmu  pregram dan terdid  dard
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sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa per'-:.sanil,r
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersehut sebagai masukan
{input} untuk menghasilkan keluaran (output! dalam bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerab
{OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa keglatan dengan
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapal hasil yang
terukur sesuai dengan risi OFD,

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dan
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Prograin @dalah ukuran atas hasil [outcome) darl suatu
program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OFD.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran [putput} dan suatu
kegiatan vang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan orgamsasi dalam
mengapal tujuan dan merupakan ikhtisar hagil berbagai program dan
kegiatan sebagai penjaberan tugas dan fungsi OPD.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinera yang disusun berdasarkan rencena kerja
vang ditctapkan dalam rengka pelakesanzan Anggeran Pendapatan dan
Belanja Dasral (APBD).

Perjanjian Kinerja adalah lsmbar/dekumen yang berisikan penugasan dari
Bupati kepada Kepala OPD yang disertal dengan indikator kinerje.

Sasaran [(target] adalah hasil yang diharapkan dari suatu program, atau
keluaran yang diharapkan dar suatu kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwuyjudan lkewajiban Pemerintah Kabuparen
o ogmas Barki/OFD uniok merureitiiggigrovnliian woberhasian/
kegagalan petiaksanaan program dan kegatan vang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat/OPD secara ferukur dengan sasaran/target Kinena
vang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengahh Daerah (RPJMD] Kabupaten Seram Bagian Barat/dokumen
Rencana Strategis (Renstra) OFD, yang dilaporkan secara penodil.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran OPD,

Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran
vang berisi program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dan
Rencana Kerja Pemerintesh Dacrah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD dalam
saty  tahun  anggaran  serta  anggaran  yang  diperlukan  untuk
melaksanakannya.

Aparat Pengawas [nterm Pemerintah adatah Inspektorat Dacrah Kabupaten
Seram Bagian Barat,



BAE 11
PENYELENGGARAAN SAKIP
Bagian Kesatu
Umuim
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinega
sesuai dengan Ketentuan peraturan perund:ing-undangan.

(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan
secara selaras dan sesual dengan penyelenggaraan Sistern Akuntabilitas
Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.

Pasal 3
Penyelenggaraan SAKIP pada OPFD dijlaksanakan oleh Entilas Akuntabilitas
Kinerja OPD.

Pasal 4
Fenyelenggaraan SAKIP meliputi :
Rencena Strategs,
Perjanjian Kinerja:
Pengulkuran Kinene;
Pengelclaan Data Kinerja;
Pelaporan Kinerja, dan
Reviu dan Evaluasi Kinerja

-0 n o0 op

Bagian Kecdua
Rencana Strategis
Pasal 5

(1} Pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah [RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 35 (lima)
tahunan.

[2) OPD menyusun Rencana Strategis sebaga dokumen perencanaan OFD
untuk pericde 5 (lima) tahunan,

{3} Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat {1 dan avat (2]

dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 6
RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal > menjadi
landasan penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat dan SAKIP
OFD.

Bagian Ketiga
Perjanjan Kineria
Pasal 7



(1) Setiap OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam
dolcumen pelaksahaan anggaran.

(2) Dokumen pelaksanaan anggarsn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjad dasar penyusunan Perjanjian Kinera.

Pasal &

(1) Setiap OPD menyusun lembar/dokumen Perjanjlan Kineja dengan
memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran,

{2 Peﬂanjian Kinerja sebagaimena dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mencantumkan indikator Kinerja dan Target Kinerja,

(3] Indikator Xinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus memenuhi
kritéria sebagai berilkut:
a  Spesifik {specific)
b, Dapat terykur (measurable);

Dapnat dlieapai (attainable),

Relevan (relevans;

Berjangks waktu terténtu (tme bound);, dan

Dapsr -anteu dan dikum pullcan {eockal fo,

oo

Prsal 9

(1) Untuk mewujudkan Peranjian Kinera sebagaimans dimakeud dalam Pasal
8 ayat: (1), setiap OPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan
men ggunakan indikator kinerja kegiaran dan indikator kinerja Drogratm.

(3 Lembar/dokumen Perjanjian Kinera tingkat OPD sebagaimana dimakaud
peda oyat (1} disepakati oleh pimpinan OPD bersama Bupati Seram Bagian

Barat.
(3} Pemerintah. Dacrah mengikhtisarken perjanjian  kinerja  ungker  OPD
sebagaimana dimaksud pada eayat (i) dslam bentuk lembar/ dokumsn

Pedanjisn kKinerja tingkat Pemerintah Daerah.

[4) Lembar/dolumen Perjanjian Kinerja OPD disampaikan kepada presiden
melalui  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Pasal 10

Pinpinan OFD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja
sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinera dan anggaran yang telah
dialokasikan untuk masing-masing OPD.

Fasal 11

Penyusunan perdanjian kinerja sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 huruf b,
sebagdimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupat mi.

Bagian Keempat
Pengulairan Kinerjs
Pasal 12



f1) Setiap OPD wajb melakukan pengukuran kinerja.

(2] Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan Indikator Kinefja yang telah ditetapkan dalam
lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 13

Pengulcuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan

cara:

{a) Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran {target) kinerja yang
dicantumkan dalam lembar/dokumen Peganjian Kinerja dalam rangka
pelaksanaan APBD tahuyn berjalan.

(o] Membandingkan realisasi Kineja Program sampai dengan tahun berjalan
dengan sasaran (target] kinesja S (ima) tahunan yang direncanakan dalam
FEenstra OFD.

Bapian Kelima
Pengelolaan Data Kinerje

Pasal 14

(1) Setiap OPD wgjib melakukan pengelolaan data kinerja.

(2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {l] dilakukan
dengan cara mercatat, mengplah, dan melaporkan data kinerja.

(3) Pengelolaan data kinere sebagaimana  dimaksud pade ayat (1)
mempertimbangkan kebutuhan informasi pade setiap tingkatan organisasi
kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sigrem
akuntansi, dan statistik pemerinta.

(4] Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.Penetapan data dasar (baseling data);

b Penyediaan instrument pereoiehan data berupa pencatatan dan regisirasi

¢. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
d. Pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja
Pasal 13
1} Setiap OPD wajb menyusun dan menyajikan Laporan Kinerna atas prestas
kerja dicapai berdasarkan Pengpunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

i2) Laporan Kinege sebagdmana dimaksud pada ayat (1} terdin dan
Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
Pasal 16
(1) Laporan Kmerja [nterim sebapaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat
{2} adalah laporan kinerja triwulan.
(€ Laporan Kinera triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.




(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerga triwulanan
sesual dengan ketentvan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1} Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 avar
(2} disampaikan pimpinan OPD kepada Bupati melalui Sekreta.is Daerah,
{2 Laporan Kineja Tehunan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan,
(3] Laporan Kinerja Tahunan OPD disampaikan oleh pimpinan OPD kepada
Bupati, paling lambat 2 {dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
Pasal 18
Berdasarkan Laporan Kineja Tahunan OPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2), Bupati menyusun Laporan Kinedja Tahunan Pemerintah
Daerah dan menyampaikannya kepada Gubemur Maluku, Menter Perencanasn
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencangan Pembangunan Masional,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menr,en
Dalam Negeri paling lambat 3 (Hga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

(:)Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 16 dan Pasal
17 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai
dar program sebagaimana ditetapkan dalam dolkumen pelaksanaan APED
dan Perjanjian Kinerja.

(2} Ringleasan tentang Rkeluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapa; dari
program sebagaimana dimaksud dalam ayar (i) paling sedilkit menyajikan
informasl tentang :

a. Pencapalan tujuan dan sasaran OFD;

t. Realigasi pencapaien targsr kinerje OPD,
¢. Penlelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
<, Pembandingan ¢apaian kinerja kegiatan dan program sampal dengan

tahun verjalan dengan target kinera 3 {lima} tahunan yang direncanakan
dalam Renstra OPD.

3] Sekretaris Daerah Dberfanggungjawab terhadap penyusunan  Laporan
Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Bagian Ketujuh
Reviu dan Evaluasi
Pazal 20
{1} Aparat Pengawas Intern Pemerintah daerahr melakukan revid atas Laporan
Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
sebelum disampaikan oleh Pupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
|2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dituarngkan dalam
pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern
Pernerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.



Pa=sgl 21

(1) Aparat Pengawas Interm Pemerintah melalcukan evaluasi atas implementasi
SAKIP danfatau evaluasi kinerja OPD sesual dengan Kebutuhan herdasarkan

kewenangantya.

(2} Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIF sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kepada Bupati.

(3] Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara
dan Reformasi Birckrasi.

Fasal 22

Ketentuan lebih lamjut mengenai tata cara revin atas laporan kinerja dan
svaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21

‘berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

BARIV
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 23
Pelaksanaan SAKIP dari Janusari sampai ditetapkannya Peraturan Bupat i

dinyetaken tetap berlaku seépanjang tak bertentangsn dengan ketentuan
pEFandanE-uRdangan yang betlaiku.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ¥ mutar perlaku pada tanggal diundangkan.




Formnulir Perjanjan Kinerja

Lampiran Peraturan Bupati Seram Bagan Barat

Nomor

Tanggal :

‘Orgarnisasi Perangkat Daerah (OPD }

September 2017.

Program

Indikator
Kinerja

Target

Kepgiatan

indiaktor
Kinerja

Target | Angparan

Ditetapkan di:

Pada tanggal

Piru

September 2017.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M. YASIN PAYAFPO




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganniza didalam
Berita Daerah Kabupaten 3eram Baglan Barat,

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal :  September 2017 .

BUPAT! SERAM BAGIAN BARAT,

M. YN PAYARQ

Diundangkan di Piru
pada tanggal  September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

...... . e
L

SUR TUHAREA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...




Lampiran Peraturan Bupat Seram Bagian Barat

Normor

Tanggal : September 2017.

Formulir Perjanjian Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah {OFD)

Program

Indikator
Kinetja,

Target

Kegatan

Indiaktor
Kinerja

Target

Ditetapkan df : Puu
Pada tanggal :

Faraf Koordinasl

MNama Jabatan (Taraf

Sekda

SBUFATT SERAM BAGIAN BARAT,

i Kabap, Hukum

[ Inspektar
[ Imspektu

M. YAZ TN PAYAPO

September 2017,



Agar setiap orang mengetahbuinya, memernntahkan pengundangannyas didalam
Berita Deerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Paraf Kx mdinasi

|

Nama Jabat an

Pfaf

Sekda

A,

Kahag_ Hukim

f

Inspektur

-

Diundangkan & Piru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

o

&

MANBZUR TUHAREA,

f

Seprember 2017

Ditera pkan df - Piru
Pada tanggal 18 Scptember 2017.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M, YO8N PAYAPO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAN BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NONMOR ...




